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PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Novita Tri Wardani binti Warto, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17

November  1992,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan

Swasta,  Pendidikan  Diploma  III,  tempat  kediaman  di

Jalan  M.  Said,  Gang  Polewali  9,  RT 46,  No.  55,

Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota

Samarinda sebagai  Penggugat;

melawan

Tomy  Irnawan  bin  Thalad  Machmud,  tempat  dan  tanggal  lahir

Samarinda, 02 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Guru

Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan

Sultan  Sulaiman,  Gang  Usain  Ii,  RT 10,  No. 10,

Kelurahan  Sambutan,  Kecamatan  Sambutan,  Kota

Samarinda sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat   dan  para  saksi di  muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat   dalam surat  gugatannya  tanggal  29  Maret  2021

telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Samarinda, dengan Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 29 Maret

2021,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

pada tanggal  10 Agustus 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Kota  Samarinda

ProvinsiKAlimantan  Timur  sebagaimana  tercatat  dalam  Kutipan  Akta

Nikah Nomor : 548/37/VIII/2019  tanggal  12 Agustus 2019;  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan Sultan Sulaiman

Kota Samarinda selama 1 tahun;  

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah dikaruniai 1 anak bernama Omar Sharim Maqil lahir di Samarinda

tanggal  25  Februari  2021,  dan anak  tersebut  sekarang  berada dalam

asuhan Penggugat;  

4. Bahwa sejak bulan  Januari tahun 2020  rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  mulai  tidak  rukun,  karena antara  Penggugat  dengan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap kehidupan

dan  masalah  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dan  hal  yang

demikian  membuat  Penggugat  merasa  tidak  dihargai  oleh  orang  tua

Tergugat,  seperti  masalah keuangan dan permasalahan rumah tangga

Penggugat, dan dengan permasalahn yang demikia juga Tergugat tidak

pernah membela Penggugat dan selalu saja Tergugat mengangap salah

Penggugat, dan sebagai seorang istri Penggugat merasa tidak di hargai

dan Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat;  

6. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  bersabar  dan  menasehati

Tergugat, namun Tergugat tidak ada iâ€™tikad baik untuk berubah, dan

dengan faktor penyebab permaslaahn yang demikian semakin sulit untuk

dihindari;  

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan  Tergugat  tersebut  terjadi  pada  bulan  Mei  tahun  2020,  yang

akibatnya Penggugat meninggalkan tempat di rumah orangtua Tergugat,
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dan  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  pernah

kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;  

8. Bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak yaitu 1 orang

anak  tersebut  di  asuh  oleh  Penggugat,  agar  mendapatkan  kepastian

hukum, Penggugat  sangat  memerlukan Surat   Penetapan Penguasaan

Anak tersebut;   

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  lagi  melanjutkan  hubungan  perkawinan

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini

ke Pengadilan Agama Samarinda. 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Samarinda,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tomy Irnawan Bin

Thalad Machmud)  terhadap Penggugat, (Novita Tri Wardani Binti Warto);

3. Menetapkan  pengasuhan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan

Penggugat  (Novita  Tri  Wardani  Binti  Warto)  dengan  Tergugat  (Tomy

Irnawan Bin Thalad Machmud), yang bernama Omar Sharim Maqil lahir di

Samarinda tanggal 25 Februari 2021, untuk di asuh oleh Penggugat;  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya

perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  

 SUBSIDER

          Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

       Bahwa pada persidangan  yang telah ditetapkan Penggugat telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) 31  Maret  2021,  dan  tanggal   14  April  2021,   yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
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ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai  dengan  Tergugat.  Dan  Penggugat  menyatakan  gugatan  terhadap

pemeliharaan anak yang bernama Omar Sharim Maqil dinyatakan dicabut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat  tidak  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  Penggugat  menyatakan  mencabut  gugatan  yang  berkenaan

dengan  pengasuhan  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat,

karenanya Penggugat menyatakan petitum angka 3 telah dicabut;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

Fotokopi    Kutipan   Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam  Kutipan

Akta  Nikah  Nomor  548/37/VIII/2019  tanggal  12  Agustus  2019,

bermeterai  cukup dan telah  sesuai  dengan aslinya,  selanjutnya diberi

kode P; 

B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1.  Sri  Suhartik  binti  Basirun,  umur  46  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Jalan Revolusi RT 07, Kelurahan

Lok  Bahu,  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Kota  Samarinda di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:   

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  sebagai

tante   Penggugat;
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 Bahwa Penggugat dengan Tergugat  menikah  tahun 2019

dan  hidup  berumah  tangga   dalam  keadaan  rukun,  dan  telah

dikaruniai   1 orang anak;

 Bahwa  kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada  mulanya  rukun  dan  harmonis,  dan  akhir-akhir  ini   sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan orang

tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga seperti  masalah

keuangan;  

 Bahwa  sejak bulan  Mei  2020, Penggugat  dan  Tergugat

telah berpisah tempat tinggal;

 Bahwa  saksi  pernah  berusaha  merukunkan   Penggugat

dan Tergugat,  tetapi tidak berhasil;

2. Kartika Nur Kusuma binti Kusuma, umur 29 tahun, agama Islam,

pekerjaan  Psikolog,  tempat  kediaman  di  Jalan  Stawberry  RT  023

Nomor 35, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir,  Kota

Samarinda  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:,  

   Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  karena  sebagai

teman  Penggugat;

   Bahwa  Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2019

dan  hidup berumah tangga  dalam keadaan rukun, dan telah

dikaruniai 1 orang  anak;

    Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  pada mulanya rukun dan harmonis,  tetapi akhir-akhir

ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

   Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

keluarga   Tergugat  ikut  campur  dalam  rumah  tangga

Penggugatdan Tergugat;

   Bahwa sejak  bulan Mei 2020,  Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal;  
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   Bahwa pihak keluarga  sudah merukunkan Penggugat

dan Tergugat,   tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat   menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

 PERTIMBANGAN HUKUM

 Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

tanggal   31  Maret  2021  dan  tanggal  14  April   2021,  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat   tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa  Tergugat  yang dipanggil secara  resmi dan  patut

akan  tetapi  tidak  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum  angka 3, telah dicabut oleh

Penggugat, maka majelis tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal  149 ayat (1) R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat   dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  hakim

membebani Penggugat  untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat  telah mengajukan bukti surat P.  serta  2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
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otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  pernikahan Penggugat  dan

Tergugat  sehingga bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan materiil,

serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  cukup,  sesuai

Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi  yang di hadapkan Penggugat bernama

Sri Suhartik binti  Basirun dan  Kartika Nur Kusuma binti Kusuma, saksi-saksi

Penggugat  tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

keterangannya  telah  disumpah  terlebih  dahulu,  sehingga  memenuhi  syarat

formil sebagaimana diatur dalam  Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab persellisihan, adalah

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami     sendiri dan relevan dengan

dalil-dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

 Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi     Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P,  Saksi  1  dan  Saksi  2

Penggugat  telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 Agustus 2019 dan

tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Kota

Samarinda  dan telah dikaruniai 1 orang  anak;

2. Bahwa  pada  awalnya  perkawinan  Pengugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan  rukun,  namun  akhir-akhir  ini    telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  keluarga

Tergugat   ikut  campur  dalam  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat; 
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3. Bahwa   sejak bulan  Mei  2020 antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal dan  pihak keluarga telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah dan   telah dikaruniai 1 orang  anak;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, disebabkan eluarga Tergugat  ikut campur tangan

dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal. Pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar

dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  Pasal  39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  junctis Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

             Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas,   Majelis Hakim

dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak,

di  mana  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  bahkan telah berpisah tempat tinggal  selama  kurang lebih  10

bulan, tidak ada hubungan sebagaimana suami istri, sehingga kewajiban suami

istri  sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tidak dapat  dilaksanakan,  dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan

dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  untuk  membentuk

keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa),  atau rumah tangga yang  sakinah, mawaddah dan rahmah tidak

dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat; 
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Menimbang,  bahwa  ketika  kondisi  rumah  tangga  tidak  mungkin  lagi

diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya

untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang

menyengsarakan  bagi  salah  satu  pihak  atau  keduanya,  maka  hal  tersebut

merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan

untuk  mempertahankannya,  patut  diduga  bahwa  hal  itu  akan  berakibat

kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal

menurut kaidah fiqhiyyah:

المصالح      جلب على مقدم المفا  سد درء

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari  pada mencari/

memperoleh kemaslahatan”;

                Menimbang, bahwa dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II halaman

405  yang diambil alih oleh majelis sebagai berikut: 

 لحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

له

    Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,

sedang orang tersebut  tidak memenuhi  panggilan itu,  maka dia termasuk

orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

              Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan

hukum  sebagaimana  maksud  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975  jo.   Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;   

MENGADILI:

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tomy Irnawan Bin

Thalad Machmud)  terhadap Penggugat, (Novita Tri Wardani Binti Warto ); 

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp.

470. 000,00  (empat ratus tujuh puluh   ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal  20 April  2021 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  81  Ramadhan 1442  Hijriah,  oleh  kami  Drs.  H.

Taufikurrahman, M.Ag.  sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal

8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh   Baihaqi,  S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat  tanpa hadirnya Tergugat;  

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.
Panitera Pengganti,
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Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran dan PNBP relaas Rp             50.000,00
   2.  Proses Rp             50.000,00
  3.  Panggilan Rp           350.000,00
  4.  Redaksi Rp             10.000,00
  5.  Meterai Rp             10.000,00

    Jumlah Rp           470.000,00
    ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah ) 
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